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NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,
bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bandung
Nomor Tahun 2020;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalma huruf a, merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang harus
ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah



Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah
Kalurahan;

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
Nomor 37);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020
tentang Adaptasi Kebiasaan baru protokol Kesehatan
Pencegahan Corona Virus Disease 2019;

21. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 8 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun
2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG
dan
LURAH BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bandung Tahun Anggaran 2021
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.555.184.000,00
2. Belanja Desa Rp 1.587.684.000,00
Surpuls/Defisit Rp (32.500.000,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 32.500.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 32.500.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp 0,00
Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Kalurahan;

b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Kalurahan.

Pasal 5
(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Perubahan APB Kalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah a dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan,;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal;
dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun

berjalan



b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan

Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya
kepada BPK.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan
ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.
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JI. Raya Wonosari-Yogyakarta km 5,5, Bandung, Playen, GK Pos : 55861
Ponsel : (0274) 2910872 Laman : www.bandung-playen.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYWARATAN KALURAHAN BANDUNG
DAN
LURAH BANDUNG
TERHADAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 9/ Kpts/ BPK/ 2020.
NOMOR : 9 TAHUN 2020.

Pada hari ini Jum’at tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu
dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Bandung Kapanewan Playen Kabupaten
Gunungkidul, pada acara rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan
(BPK) Kalurahan Bandung menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan
Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Bandung dan ditanda tangani

bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratn Kalurahan Bandung dan Lurah

Bandung.
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DAFTAR HADIR

RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2020

Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan Kalurahan Bandung

menyetujui bersama terhadap Anggaran

Pendapatan dan BelanJa Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Hari Jum’at
Tanggal : 25 Desember 2020.
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LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
TENTANG
NOMOR 09 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAMN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAMN
(Rp)
1 2 3 4
4. PENDAFATAMN
4.1. Pendapatan Asli Desa 26.553.600.00
4.2 Pendapatan Transfer 1.528 630 400,00
JUMLAH PENDAFPATAN 1.555.184.000,00
5. BELANJA
51 Belanja Pegawai G52.714.867.20
52 Belanja Barang dan Jasa 280.180.132.80
3. Belanja Modal 524.857.500,00
54 Belanja Tidak Terduga 129.931.500,00
JUMLAH EELAN.JA 1.587.684.000,00
SURFLUS ! (DEFISIT) (32.500.000,00)
6. PEMEIAYAAN
A1 Penerimaan Pembiayaan 32.500.000,00
8.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 32.500.000,00
FEMEIAYAAN NETTO 32.500.000,00
515A LEBIH PEMBLAYAAN ANGGARAN 0,00
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LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
TENTANG

NOMOR 09 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAM PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

RE';CI;E'IIEN e URAIAN *"'”'::‘;‘:'?A“ SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PEMDAPATAN
41. Pendapatan Asli Desa 20.553.600,00
42 Pendapatan Transfer 1.528.830.400,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.555.184.000,00
5. BELAMNJA
1 BIDANG PENYELENGGARAM PEMERINTAHAN DESA 733.020.000,00
11. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional T04.601.044,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40.850.000,00 | ADD
1.1.01 5.1 Belanja Pegawai 40.850.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 528.327.800,00 | ADD, FBH
1.1.02 | 5.1 Belanja Pegawai 528.327.800,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 35.337.067.20 | ADD
1.02 5.1 Belanja Pegawai 35.337.087 20
1.1.04 Ee{ll':ly,;ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 235.366.176,80 | ADD, PAD, PBH
114 | 52 Belanja Barang dan Jasa 38.358.176,80
1.1.0% Penyediaan Tunjangan BFD 48.100.000,00 | ADD
1105 | 5.1 Belanja Pegawai 48.100.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 3.820.000,00 | PAD. PEH
m, Listrik dll}
1106 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.820.000,00
1.1.07 Penyediaan InsentiffOperasional RT/RW 11.800.000,00 | PBH
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 3.463.500,00
1.2.84 Rehabilitasifpemeliharaan kendaraan dinasfoperasional 1.863.500,00 | ADD
128 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.863.500,00
1.2.85 Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja 1.800.000,00 | PAD
1285 | 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.2, Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 2.750.000,00
dan Kearsipan
3.0z Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa ") 1.250.000,00 | DDS
302 5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00
380 Penyusunan monografi desa 300.000,00 | DDS
380 | 52 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00




KODE

REKENING URAIAN AN‘-";‘-;:TAN SUMBERDANA
1 2 3 4 5
1.3.01 Pendataan keluarga/rumah tangga miskin 1.200.000,00 | DDS
1.3.81 B2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
14. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 13.555.000,00
dan Pelaporan
1.4.04 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa'Pembahasan AFPBDes | 2.100.000,00 | ADD, PAD
Reguler)
1.4.04 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
14.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Mon £.875.000,00 | ADD, PAD. PEH
Reguler)
1402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5£.875.000,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesaRKPDesa dil) 300.000,00 | PAD
1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
1.4.04 lel':yn..lspunan Dokumen Keuangan Desa (AFPBDes, APBDes Perubahan, LP G00.000,00 | PAD
]
14 | 52 Belanja Barang dan Jasa B800.000,00
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 400.000,00 | ADD
arakat
1407 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
1408 Pengembangan Sistem Informasi Desa 3.580.000,00 | DDS
1408 B2 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00
1.4.80 Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran 800.000.00 | ADD
1.4.60 B2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
1.5 Sub Bidang Pertanahan £.650.458 00
1.584 Intensifikasi pemungutan pajak daerah /FBB B.850.456,00 | ADD, PAD. PEH
1584 | 52 Belanja Barang dan Jasa B.850.456,00
2 BIDANG PELAKSAMAAN PEMBANGUMNAN DESA &T7T9.162.500,00
21 Sub Bidang Pendidikan 119.444. 397,11
2.1.0 Penyelenggaran PAUDTKTRPATEATPOQ/Madrasah MonFormal Milik Des ©1.550.000,00 | DDS
a (Honaor, Pakaian dil}
2.1.01 52 Belanja Barang dan Jasa 60.050.000,00
2.1.01 5.3 Belanja Modal 1.500.000,00
210 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) £3734.017.71 | DDS
2102 | 53 Belanja Modal 5373401771
2108 F"E-n::;elculaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B 4.160.000,00 | DDS
aca
2108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4_160.000,00
22 Sub Bidang Kesehatan £0.800.000,00
2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 16.600.000,00 | DDS
2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
2202 | 53, Belanja Modal 3.400.000,00
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesshatan 5.800.000,00 | DDS
220 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00
2204 Pemberan makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD 31.200.000,00 | DDS
2284 | 52 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00




KODE

REKENING URAIAN ﬂ"‘-’:‘;:'?ﬂ“ SUMBERDANA
1 2 3 4 5

2288 Insentif kader kesehatan/vB 25.100.000,00 | DDS
2288 | B2 Belanja Barang dan Jasa 28.100.000,00
23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 336.6T2.582 29
2302 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 27.300.000,00 | PBK
2302 | 53 Belanja Modal Z7.300.000,00
2314 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s 220.672.000,00 | DDS, PEK

elokan dil)
2.3.14 | 53 Belanja Modal 220.872.000,00
2318 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai DesaBalai Kemasyarakatan 45.000.000.00 | PBK

)
2315 | 53 Belanja Modal 45.000.000,00
2316 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik DesalSius Ber 24.036.562,26 | DDS
sejarah

2316 | 53 Belanja Modal 24.038.582.29
2382 Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa 10.864.000.00 | DDS
2382 | B2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00
2.382 | 53 Belanja Modal 10.214.000,00
z4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 42.245.000,00
2.4.01 Pemberian stimulan jamban sehat 42 245.000,00 | DDS
2.4 .81 52 Belanja Barang dan Jasa 42 245.000,00
3 EBIDANG PEMEINAAN KEMASYARAKATAN 12.780.000,00
31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perdindungan 3.130.000,00

Masyarakat
3.1.83 Pembinaan Jaga Warga 3.130.000,00 | DDS, PAD
3183 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.130.000,00
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2.600.000,00
3383 Operasional Karang Taruna 2.800.000,00 | PAD
3383 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 7.050.000,00
3482 Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK 2.200.000,00 | DDS

PK Desa)
3482 | B2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
3485 Operasional LPMD dan/atau LPMD 3.350.000,00 | ADD, PAD
3485 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.380.000,00
3.4.86 Operasional FEK 1.470.000,00 | ADD, PAD, PBH
3406 5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.470.000,00
4 BIDANG PFEMEERDAYAAN MASYARAKAT 132.750.000,00
42 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 100.000.000,00
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi'pengelolaan/penggi 100.000.000,00 | DDS

lingan)
4.2.01 5.3. Belanja Modal 100.000.000,00
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 2.730.000,00
4302 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 1.740.000,00 | DDS




KODE

AMGGARAN

URAIAMN SUMBERDAMA
REKEMING (Rp)
1 2 3 4 5
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BFD 1.050.000,00 | DDS
4303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00
46 Sub Bidang Dukungan Penanaman Medal 30.000.000,00
4.5.88 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 30.000.000,00 | DDS
4689 | 53 Belanja Modal 30.000.000,00
3 BIDAMG PENANGGULANGAN BEMCANA, DARURAT DAM MENDESAK D 125.931.500,00
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 129.931.500,00
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak 120.931.500,00 | DDS
5301 | 54 Belanja Tidak Terduga 129.931.500,00
JUMLAH BELAMJA 1.587.684.000,00
SURPLUS ! {DEFISIT) (32.500.000,00)
B. FPEMEIAYAAM
B.1. Penerimaan Pembiayaan 32.500.000,00
PEMEIAYAAN NETTO 32.500.000,00
SI5A LEEIH PEMEBIAYAAN ANGGARAN 0,00

B

ONUNGAX
DUN(, 26 Desember 2020

——

-~ BAN
./ \
EL AR
) AN\ i
ASN 2 - |
o , f
p _‘,A"_(“,/

L

' : & =
LAY/ g
4 AT EDY TR KUSMANTYA







